
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor  1207/Pdt.G/2017/PA.Sel.

ححيـــــــــــــم    رر ال حن مم حح رر ال حه للـــــــ ال حم حســــــــــ حب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugata antara:

Suhermiati A.Ma.Pd binti Syuaeb, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan

D2, pekerjaan PNS di SDN 02 Kerongkong, tempat tinggal

di  RT.09 Kampung 8, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan

Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Saiful Bahri bin Amaq Sahrudin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA,  pekerjaan  Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  RT.015

Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,

Kabupaten Lombok Timur,  sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  bukti-bukti

dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor: 1207/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah
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pada  tanggal  20  Februari  2005  di  RT.015  Reban  Tebu,  Kelurahan

Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan

Kutipan  Akta  Nikah  dengan  Nomor:  93/III/8/2005  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Selong,  Kabupaten  Lombok  Timur,

tertanggal 19 Maret 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT.015

Reban  Tebu,  Kelurahan  Sandubaya,  Kecamatan  Selong,  Kabupaten

Lombok  Timur   dan  telah  hidup  rukun  selayaknya  suami  istri  dan  telah

dikaruniai  seorang keturunan; Herlin Sofa Maroni, laki-laki umur 12 tahun

(ikut Penggugat);

3. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negri  Sipil  (PNS) yang harus

mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur sesuai

dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian

bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan

izin perceraian tersebut telah Penggugat miliki sebagaimana terlampir dalam

berkas gugatan; 

4. Bahwa  sejak bulan  Februari  2006  rumah  tangga Penggugat  dengan

Tergugat  mulai  goyah  karena  terus  menerus  terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering mengatakan kata-kata kotor kepada Penggugat

bahkan  sering  melakukan  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga

kepada Penggugat;
b. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan anak

bawaan Penggugat;
c. Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  lahir

Penggugat;
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5. Bahwa perselisihan dan  pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya

pada  tanggal  26  Agustus  2017, yang  berakibat  Tergugat  menyerahkan

Penggugat dihadapan saudara Tergugat dan sejak saat itu sampai sekarang

baik  Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk  rukun

kembali

6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

sudah  retak  dan  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa  untuk  memperlancar  pemeriksan  perkara  ini  Penggugat  bersedia

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Selong  cq.  Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak  satu  bai’n  sughra  Tergugat  (Saiful  Bahri  bin  Amaq

Sahrudin) terhadap Penggugat (Suhermiati A.Ma.Pd binti Syuaeb);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula

menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipun menurut relaas

Nomor : 1207/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 28 Nopember 2017 dan tanggal 15

Desember 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran

Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati  Penggugat agar mau

berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah  mendapatkan

izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Keputusan

Bupati  Lombok Timur  Nomor :  800/4637/KPSDM/2017,  tanggal  25  Oktober

2017;

Bahwa  selanjutnya  dalam  persidangan  yang  tertutup  untuk  umum,

Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan

Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa : 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Penggugat  NIK  :

5203074306600002,  tanggal  21-01-2013,  yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah  Nomor : 93/III/8/2005 , yang aslinya dikeluarkan

oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Selong,  Kabupaten  Lombok  Timur.

tertanggal 19 Maret 2005 (P.2);

Bahwa selain  alat  bukti  surat  tersebut  Penggugat  telah  mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi  I  :   Zainal  Abidin  bin  H.  Syamsudin,  umur  53  tahun,  agama  Islam,
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pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Rebon  Tebu  RT.14

Kelurahan  Sandubaya,  Kecamatan  Selong,  Kabupaten  Lombok

Timur,  dihadapan  persidangan  telah  memberikan  keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

-- Bahwa  saksi kenal dengan Penggugat bernama Suhermiati A.Ma.Pd binti

Syuaeb;
----------------------------------------------------Bahwa saksi adalah ipar Penggugat;
---------Bahwa saksi  kenal  dengan Tergugat bernama Saiful Bahri bin Amaq

Sahrudin;
------------------Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
--Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di RT.015 Reban Tebu,

Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan

dikaruniai 1 orang anak; 
--------Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun

2015  mulai  tidak  tenteram  dan  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu, Terguga suka caci

maki  Penggugat bahkan di  tempat yang ramai,  Tergugat  juga tidak akur

dengan  anak  bawaan  Penggugat,  dan  Tergugat  kurang  tanggungjawab

dalam menafkahi  Penggugat,  karena selam ini  saksi  melihat  Penggugat

sendiri yang memenuhi kebutuhan keluarga;
-------------Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat

bertengkar,  tapi  sejak  tahun 2015  Penggugat  sering  bercerita  mengenai

pertengkarannya dengan Tergugat;
-- -Bahwa saksi juga tahu Tergugat pernah mukul Penggugat sampai lebam,

dan saksi melihat sendiri bekas pukulan Tergugat tersebut;
----Bahwa saksi tahu sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat sudah diserahkan kepada

keluarga pada bulan Agustus 2017;
-Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
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tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
-- -Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar dapat rukun dan

kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II:  Yanis Maladi bin M. Yunus, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Rt.9  Kampung  8,  Kelurahan

Sandubaya,  Kecamatan  Selong,  Kabupaten  Lombok  Timur,

dihadapan  persidangan  telah  memberikan  keterangan  dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 

-- Bahwa  saksi kenal dengan Penggugat bernama Suhermiati A.Ma.Pd binti

Syuaeb;
--------Bahwa saksi adalah anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;
---------Bahwa saksi  kenal  dengan Tergugat bernama Saiful Bahri bin Amaq

Sahrudin ;
------------------Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
--Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di RT.015 Reban Tebu,

Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan

dikaruniai 1 orang anak laki-laki; 
--------Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

tenteram dan terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  yang

disebabkan  Tergugat  tidak  akur  dengan  anak  bawaan  Penggugat,  dan

Tergugat  pernah memukul  Penggugat  sampai  lebam, selain  itu  Tergugat

juga kurang tanggungajawab dalam menafkahi Penggugat;
---Bahwa saksi dua sampai tiga kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat

bertengkar, saat bertengkar selalu keluar kata-kata ksar dari Tergugat;
----Bahwa saksi tahu sejak dua tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak Agustus 2017 Penggugat sudah

diserahkan ke pihak keluarga;
-Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
--------Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan
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Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan

selanjutnya Penggugat  menyatakan tidak  akan mengajukan sesuatu apapun

lagi selain kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

menganai  bidang  perkawinan  berkenaan  dengan  percaraian  yang  menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa pada hari  yang telah ditetapkan, Penggugat  telah

hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah

dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak

hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang

sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
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45 Tahun 1990, ternyata Penggugat telah mendapatkan  izin untuk melakukan

perceraian dari Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Bupati Lombok Timur

Nomor:  800/4637/KPSDM/2017, tanggal  25  Oktober  2017,  maka pemeriksaan

perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2 (kutipan

akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya

didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu

dengan  yang  lain.  Oleh  karena  itu  alat-alat  bukti  tersebut  dapat  diterima

menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal

285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa  berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa

Penggugat  bertempat  tinggal  di  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan

Agama Selong, sebagaimana diatur  dalam Pasal  73 ayat  1 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kutipan akta nikah), maka

terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

karena itu  Penggugat dan  Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum

(legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai

suami  isteri”.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  22  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan

huruf  f  dapat  diterima  apabila  telah  cukup  jelas  bagi  pengadilan  mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat

telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  dekatnya  untuk  dimintai  keterangannya

sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim

telah menemukan fakta : 

- Bahwa  rumah  tangga Penggugat  dengan  Tergugat  suda  tidak  harmonis

terus  menerus  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran  yang disebabkan

karena  Tergugat  kurang  baik  hubungannya  dengan  anak  bawaan

Penggugat, dan Tergugat kurang tanggungajwab menafkahi Penggugat, dan

Tergugat pernah memukul Penggugat sampai lebam;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat

atau mafsadat sedemikian rupa sehingga  menggoyahkan keutuhan rumah

tangga, yang akhirnya sejak 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah,

dan  pada  bulan  Agustus  2017  Penggugat  diserahkan  ke  orang  tua

Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang baik  Penggugat maupun

Tergugat tidak ada yang berusaha untuk  rukun kembali;

- Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali  tetapi tidak berhasil,  dan

dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat

tetapi  Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari  Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
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lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi  Hukum Islam perkawinan adalah

ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa/

sakinah  mawaddah  warahmah.  Dengan  adanya  fakta-fakta  diatas  terutama

sikap  Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah

menunjukkan  lepasnya  ikatan  batin  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah

lepas dari  sendi-sendinya (tidak  adanya ikatan batin  lagi  antara  suami  istri)

akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi

suami  istri,  sedang  dalam  ajaran  agama  Islam  menghindari  mafsadat  lebih

didahulukan  dari  pada  mengambil  manfaatnya.  Oleh  karena  itu  keinginan

Penggugat untuk bercerai dari  Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  tersebut  sejalan

dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 : 

جلب   المصالح درء المفاسد مقدم على

Menolak  kemafsadatan  itu  adalah  lebih  utama  dari  pada  menarik

kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat

pakar Hukum lslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq Juz

1 halaman 83, untuk memutus perkara ini yang menyatakan :

ولم          الزوجين الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد
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من            صورة الزواج الربطة تصبح وحيث صلح ول نصائح فيها ينفع يعد

بالسجن           الزوجين أحد على يحكم أن معناه الستمرار لن روح غير

العدالة      روح تأباه ظلم وهذا المؤبد

“Islam  memilih  lembaga  thalaq/cerai  ketika  rumah  tangga  sudah  dianggap

goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan

hubungan  suami  isteri  menjadi  tanpa  ruh  (hampa),  sebab  meneruskan

perkawinan berarti  menghukum salah satu suami isteri  dengan penjara yang

berkepanjangan.  Ini  adalah  aniaya  yang  bertentangan  dengan  semangat

keadilan”

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang

didalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah tangga  bahagia  yang  penuh  rahmah dan  kasih  sayang

seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan suami  istri,  justru  sebaliknya

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  istri  terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  dan  dengan  mengingat  ketentuan  Pasal  149  R.Bg,  maka  gugatan

Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  84 ayat(1)

dan  (2)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  perlu  diperintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan

Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  Penggugat  dan

Tergugat,  dan  atau  tempat  pernikahan  dilangsungkan  untuk  mendaftarkan

putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di

persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Shugra  Tergugat  (Saiful  Bahri  bin  Amaq
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Sahrudin)  terhadapPenggugat (Suhermiati A.Ma.Pd binti Syuaeb);

4. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Selong  untuk  mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  tempat  tinggal  dan  tempat

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  dicatat  dalam  daftar  yang

disediakan untuk itu;

5. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu  rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira,

S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H dan

H.  Moh.  Muhibuddin,  S.Ag.,S.H.,M.S.I.  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota  serta

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri  oleh para hakim Anggota serta  Maladi,  S.H.  sebagai

panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

 Drs. H. Hamzanwadi, M.H  Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.

 H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I. Panitera Pengganti,

 Maladi, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran Rp.   30.000,00
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2. Biaya Proses Rp.  50.000,00 

3. Biaya Panggilan Rp.  180.000,00

4. Biaya Redaksi Rp.  5.000,00

5. Meterai                           Rp.            6.000,00

Jumlah Rp.  271.000,00 

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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